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BUPATI JEITEP(ONTO

PROVIilSI ST'I"AWESI STLATAII

PERATURAI{ BUPATI JENEPONT{)
NoMoR 9 TNIUIT 2oL8

TEI{TANG

KEuIA*,IBANKTPESERTAANJAMII{AilI{ESIEIIATANI{ASIoNAL
PEMBERIKER.,AseT"eTTPEIIYELEIIGGARANEGARA

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAT{G MAHA ESA

BUPATI JEITEFOIITO,

Menimbang : a. bahwa prcsrlm Jaminan Kesehatan Nasional merupakan

program .r."-rrrt yanq b.errujuan memberikan kepastian

ietiinaungan kesehatan bagi seluruh ralqyat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Irlomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
f.Iegara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan
Sosial, Pemerirrtah Daerah memberikale sanksi administratif
berupa tidak memberikan pelayanan publik tertenhr kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Keq'a, Pekeq'a, dan Penerima Bantuan luran
yang tidak mendaftarkan danlatau tidak memberikan data
secara lengkap dan benar dirinya dan/atau pekerja beserta
anggota keluarganya kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS);

c. bahwa sebagai upaya mendukung kepesertaan Pnagram
Jaminan Kesehatan Nasional, dipandang perlu diaturnya
xcewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasionar menjadi
syarat dalam pemberian pelayanan perinnan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan
Feraturan Bupati Kabupaten Jeneponto.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun l9S9tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95g Nomor 5g,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lg22);

2- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor +0 iahun ZOA4
Teratang sistem Janrinan Sosiat Nasional (Lernbaran Negara
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor lso, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa16l;

3. [.Indang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO9
Tentang Pelayanal Rrblik (Iembaran Negara Republik
nndonesia Tahun 2009 Nomor lL2, Tpmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SOaS); 

{



4. [.Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OLI
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
JNegara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Endonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nlegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
fl-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2Ol3 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan
Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a8U;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ot6
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presdiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 87al;

9. Peraturan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2OL4 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1);

10. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
44O /5L39/Diskes Tahun 2Ol7 tentang Sulawesi Selatan
Menuju UHC Tahun 2018.

MEMUTUSKAIIT:

Menetapkan : PERATURAN BT PATI JEIIEFONTO TEIITAIIG I(EWA,JIBAIII
I(TPESERTAAIT JAMINAIT KESEIIATAN NASIONAL PTMBERI
KER.'A SELIUN PEIYYELEITGGARA ITEGARA OLEH
PEMERIITTAH KABT'PATEN JEITEPOIIIIO.

BAB I
KBTENTUAN T'ITIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Da-erah adalah Kepala Daerah sebagai unsu.r penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksa.naan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonoml

3. tr.epda Daerah. adalah E}upati Jeneponto./
I



4. Organisasi Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan
Tenaga Kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik swasta
maupun Negara.

6. Izin adalah izrn yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

7. Periztnan adalah pemberian legalitas kepada ora.ng atau pelaku
usaha/kegiata.n tertentu, baik dalam bentuk inn maupun tanda daftar
usaha.

8. Pelayanan Periztn;an adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan penzinan sesuai dengan peraturan
perundang*undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan
oleh pemerintah daerah.

9. Jaminan Sosial adalah salah satrr b,erablk p'erlindr,rngan sosial r*nb;rk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat
yang sejahtera., adil dan makmur.

1O. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, y€lrlg selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan, adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan.

11. Pekerja adalah setiap oremgyang bekerja dengan menerima gaji, upah atau
imbalan dalarn bentuk lain.

12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga keda atau Penyelenggara Negara
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalarrr bentuk lainnya.

13. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, 3irang telah membayar iuran.

14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta danlatau
anggota keluarganya.

15. Luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, danf atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.

16. Tenaga kerja a.dalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang
untuk mementrhi kebutuhan orarlg atau masyarakat.

17. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atanr rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan
oleh Perrrenntah Provinsi, KotalKabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau
yang sejenisnya.

BAB II
TUJUAIT DAN SASARAIT

Pasal2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menjamin perlindungan kesehatan Pekerja dan anggota keluarganya yang

bekerja di wilayah Kabupaten Jeneponto;
b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan
c. memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif tidak

rnendapatkanl pelayanEn pubtrik tertentu kepada per:zberi kerja selain
penyelenggara nesara. -f



Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah badan usaha/perusahaan (Pemberi Kerla
Selain Penyelenggara Negara) yang mempeketjakan tenaga kerja di daerah
Kabupaten Jeneponto.

BAB III
KEITA"IIBAN KEPESER?AAN BPJS I(ESEIIATAfi

Pasal 4

{1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS

Kesehatan;
b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya

secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan;

c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan
menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan;

d. mernbayar dan merryetor irrran yang merrjadi tanggung jawabnya kepada
BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Data dirinya dan pekerjanya secara. lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. data pekeqa berikrrt anggota keluarganya yang didaftarkan sesrrai dengan
data pekerja yang dipekerjakan;

b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yartg diterima peke{a; dan

c. perubahan data ketenagakerjaan.

(3) Perubahan data. sebagairnana dimaks'.rd pada ayat (2) hrrruf c paling sedikit
meliputi:

a. alamat perusahaan;

b. kepemilikare perusahaan;

c. kepengurusan pemsahaan;

d. jenis badan usaha;

e. jumlah peke4a;

f. data pekerja dan keluarganya; dan

g. p,erubahan b,esarnya upah setiap p,ekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh
Pemberi Keg'a Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

PEMBERTAN ffi.*il*"n PUBLTK
Pasal 5

(1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memperoleh
pelayanan- publik tertentu wajib melampirkan dokumen adminisffasi sebagai
t"rit "t ,,1'
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a. tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan berupa sertifikat kepesertaan
telah mendaftarkan seluruh pekerjanya;

b. bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan pating sedikit untuk 6 (enaml
bulan ke depan untuk registrasi pendaftaran Badan Usaha baru; dan

c. bukti hrnas pembayaran iuran terakhir unhrk Badare Usaha yang telah
menjadi peserta BPJS Kesehatan dan akan memperpanjang izin atau
mernbuat Kontrak Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Jenis Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. perizinan terkait usaha;

b. tzin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

c. izin memperkerJakan tenaga keq'a asing;

d. iz.,-urr perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e.Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V
PEMBERIAN SAITKSI ADUIITISTRATIF

Pasal 6

(1) Pemberi Keda selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a- teguran tertulis;
b. denda; dxr/atau
c. tidak mendag>at pelayanan publik tertentu.

(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda sebagaim€Lna dimaksud ayat (21

huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Kesehatan;

(4) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dilakukan oleh Pemerintah
Daerah berdas,arkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan;

(5) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan OPD
yang bersanglrutan.

BAB VI
MTKAIiUSMT PEITTGEITIAAIT SANI(SI

Pasal 7

(1) Pengenaan saraksi oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf c dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daeralr Penyelenggara Unit
pelayanan publik.



Pasal 8

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat {2) dilaksanakan Cengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu diberikan setelah
pemberi kerja selain penyelenggara Negara diberikan sanksi teguran
tertulis sebany6ft 2 (dua! kali dan sanksi denda dari BPJS Kesehatan.

b. Setelah mernberikan sanksi teguran tertulis pertama dan kedua serta
sanksi denda, BPJS Kesehatan menyampaikan permintaan kepada Unit
pelalranan publik untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu
kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

c. Perrmintaan untuk tidak rnemberikan peiayanan pubiik tertentu kepacia
pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada
huruf b ayat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan disertai dengan
keterangan lengkap mengenai bentuk pelanggaran dan tahapan sanksi
yang telah diiakukan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk tidak
memberika-n pelayana-n pr-rblik tertentu.

(2) Sanksi tidak rnendapat peiayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) cricabut apabila:

a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah membayar denda secara
lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dengan memba5's1
iuran paling sedikit untuk 6 {enam) bulan; dan/atau

b. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah memberikan data dirinya
dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan
secara lengkap dan benar.

(3) Bukti lunas pembayaran ctencia, pendaftaran kepesertaan <iengan membayar
iuran paling sedikit untuk 6 (enam) buian ke depan danlatau bukti
pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar
pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAIT

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik dan
teratur setiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS
Kesehatan.

BAB VIII
KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinya1sL", tetap
berlaku.



BAB f,X
I{TTENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupatr ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabrrpaten Jerreponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 27 MrREr

ASMANTO BASO LBtrIA

Diundangkan di Jeneponto
2018

NURDIN

BERITA DIIERAII KABUPATEN JENEFONTO TATIUN 2OIA NOMOR ..?....
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